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MOTTO 
 
                   
                     
                      
       
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 
yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 
melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 
menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.(QS. Al-Hujurat 
Ayat 9) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangka
n  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
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ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
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ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
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3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ل...أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح وؿ  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf 
dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
أم...  Kasrah dan Ī i dan garis di 
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ya atas 
ك...أ Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
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Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم ام ك Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Fitri Wulansari, NIM: 142111180, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten)”. 
 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan. Perkara perdata yang di daftarkan di Pengadilan sebelum masuk ke 
dalam persidangan, harus dimediasi terlebih dahulu oleh mediator. Apabila tidak 
di mediasi maka batal demi hukum. Jika tidak berhasil di mediasi maka berlanjut 
di persidangan. 
Pada tahun 2016-2017 jumlah perkara eknomi syariah yang masuk di 
Pengadilan Agama Klaten yaitu 17 perkara. 5 perkara berhasil dimediasi, 1 
perkara dicabut dan 10 perkara tidak berhasil untuk dimediasi. 5 perkara yang 
berhasil dimediasi 4 perkara merupakan perkara gugatan sederhana, 1 perkara 
biasa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dan 
efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara hakim mediator Pengadilan Agama Klaten dan para pihak 
yang berperkara di Pengadilan Agama Klaten dan dokumentasi. Dengan 
menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Klaten belum 
efektif, hal ini disebabkan oleh  faktor masyarakatnya atau para pihaknya. 
Dikarenakan salah satu pihak merasa dipihak yang paling benar, ketidak hadiran 
para pihak, terikat dengan perjanjian notaris dan adanya kerugian yang 
ditimbulkan dari sengketa ekonomi syariah 
 
Kata kunci: efektivitas, mediasi dan sengketa ekonomi syariah  
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ABSTRACT 
 
Fitri Wulansari, NIM: 142111180 "The effectiveness of the application of the Supreme 
Court Regulation No. 1 Year 2016 In Islamic Economic Dispute Resolution (A Case 
Study in Klaten Islamic Court) ". 
 
Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Mediation Procedure of the Court. Civil 
cases were registered at the Court prior to entry into the trial, must be mediated first by 
the mediator. When not in mediation then null and void. If it does not succeed in 
mediation then continue in the trial. 
In 2016-2017 the number of cases entered in the economics of Sharia Islamic Court 
Klaten is 17 cases. 5 cases successfully mediated, 1 case withdrawn and 10 cases did not 
manage to be mediated. 5 cases were successfully mediated 4 case is a simple lawsuit, 
one of ordinary cases. 
This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the 
mediation and the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, the economic dispute 
resolution Klaten Islamic Religious Court. This research is a field (field research). Data 
was collected by interviewing judges mediators Klaten Islamic Court and the litigants in 
Klaten Islamic Court and documentation. By using qualitative descriptive analysis 
techniques. 
The results of this study are mediated in Klaten Islamic Court have not been 
effective, this is caused by a factor of society or the side. Because one party feels the part 
that is most correct, the absence of the parties, be bound by the treaty notaries and their 
losses incurred from the Islamic economic disputes. 
  
Keywords: effectiveness, mediation and dispute Islamic economics 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini, banyak sekali tumbuh 
dan berkembangnya lembaga-lembaga perekonomian yang dalam 
operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya 
bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainya. 
Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut 
tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan 
persengketaan di antara para pihak yang bersyariah.
1
 
Bagi umat Islam di Indonesia, sengketa ekonomi syariah merupakan 
persoalan muamalah yang perlu dicari  penyelesaiannya, karena itu lebih 
diutamakan, agar terciptanya kerukunan dan kedamaian sesama warga negara 
Indonesia khususnya umat Islam, karena sesungguhnya orang-orang beriman 
itu adalah bersaudara, dan dalam melaksanakan perdamaian lebih diutamakan 
dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan.
2
 
Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh 
kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional negara, yang 
dinamakan dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 
                                                          
1
 Syukri Iska, System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih 
Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 286. 
2
 Ibid,. 
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UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah 
badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan-kekuasaan kehakiman 
yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa yang 
berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan 
Agama. 
3
 
Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian 
sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan 
pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua 
belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan 
salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak yang lain.
4
 
Di Indonesia sendiri banyak kritik dilontarkan kepada lembaga 
peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan para pencari 
keadilan, terlebih dalam bidang ekonomi syariah. Pada umumnya mereka 
melakukan kritik karena penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara 
yang mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan sering tidak 
menyelesaikan masalah dan kemampuan hakim yang bersifat generalis.
5
 
                                                          
3
 Ibid,. 
4
 Syahrizal, Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, 
(Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. ix 
5
 Nurnaningsih, Amrian, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.2 
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Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan 
penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu 
lama. Apalagi dalam sengketa ekonomi syariah, dituntut suatu penyelesaian 
sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat informal procedure.
6
 
Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang 
menjadi kompentensi Pengadilan Agama adalah melalui mediasi. Mediasi di 
dalam Pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di Indonesia sejak 
diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
7
 
Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan menyempurnakan Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai 
sebagaimana diatur dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) dan 
pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR dan 
154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan 
mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang 
berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
8
 
Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20016 telah 
membawa perubahan  terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama. Peraturan ini penyempurna dari peraturan-
peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 
                                                          
6
 Ibid,. hlm.3 
7
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum 
Nasional..., hlm. 306. 
8
 Ibid,. hlm. 306. 
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2003 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang 
Prosedur mediasi.  
Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam 
proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses 
mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. 
Secara garis besar mediasi merupakan proses penyelesaian suatu 
sengketa atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dengan 
hadirnya pihak ketiga yang terlibat kedalam penyelesain sengketa tersebut, 
pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Pihak yang terlibat 
dalam sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat yang bersifat netral dan 
tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.
9
 
Proses penyelesaian secara damai di pengadilan memeliki beberapa 
alasan sebagai berikut
10
 : 
1. Untuk menghindari penumpukan kasus di Pengadilan. 
2. Lebih cepat selesai dan lebih murah biaya perkaranya. 
3. Agar kedua belah pihak mendapat keadilan, dan 
4. Untuk memaksimalkan fungsi dari lembaga. 
Di Pengadilan Agama Klaten telah menangani perkara sengketa 
ekonomi syariah pada tahun 2014. Akan tetapi, Pengadilan Agama Klaten 
                                                          
9
 Ibid,. hlm. 3. 
10
 Nurnaningsih, Amrian, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan..., hlm. 7-9. 
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menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada 
tahun 2015. Hal tersebut dikarekan, pada tahun 2015 lah baru ada perkara 
sengketa ekonomi syariah yang di daftarkan di Pengadilan Agama Klaten. 
Dari tahun 2015 hingga tahun 2017 hanya sedikit perkara sengkrta ekonomi 
yang berhasil untuk dimediasi, rata-rata tidak berhasil untuk dimediasi 
berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Klaten.
11
  
Pengadilan agama Klaten terletak  di Jl. KH. Samanhudi  No.9, 
Mojayan, Kec.Klaten, Kab.Klaten, Jawa Tengah 57416. Wilayah hukumnya 
meliputi 26 kecamatan, 391 Desa dan 10 kelurahan. Mengenai letak geografis 
kota Klaten yaitu meliputi batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan 
kabupaten. Sebelah barat beratasan dengan kabupaten Sleman (Provinsi DI 
Yokyakarta), sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul 
(Provinsi D.I. Yokyakarta) dan kabupaten Magelang, dan sebelah timur 
berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo.
12
 
Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Klaten yaitu 8 orang hakim. 
Diantaranya 1 ketua, 1 wakil ketua dan  6 hakim. Semua hakim merupakan 
hakim mediator akan tetapi yang memiliki sertifikat mediator hanya 1 hakim 
saja. Kemudian jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke 
pengadilan Agama Klaten pada tahun 2016 sampai 2017,  yaitu 17 perkara, 
dengan nomor perkara sebagai berikut
13
:  
                                                          
11
 Siti Suharsi, Panitrera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten, Wawancara, 
dilakukan  pada tanggal 18 Januari 2018 
12
 Www. pa-Klaten. go. id diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 16.00 WIB. 
13
 Siti Suharsi, Panitrera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten, Wawancara, 
Dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018. 
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1. 1246/Pdt.G/2017/PA.Klt 
2. 1247/Pdt.G/2017/PA.Klt 
3. 1248/Pdt.g/2017/PA.Klt 
4. 1249/Pdt.G/2017/PA.Klt 
5. 1374/Pdt.G/2017/PA.Klt 
6. 181/Pdt.G/2016/PA.Klt 
7. 237/Pdt.G/2016/PA.Klt 
8. 251/Pdt.G/2016/PA.Klt 
9. 275/Pdt.G/2016/PA.Klt 
10. 1620/Pdt.G/2017/PA.Klt 
11. 1620/Pdt.G/2016/PA.Klt 
12. 0325/Pdt.G/2017/PA.Klt 
13. 0392/Pdt.G/2017/PA.Klt 
14. 0782/Pdt.G/2017/PA.Klt 
15. 1792/Pdt.G/2017/PA.Klt 
16. 1375/Pdt.G/2017/PA.Klt 
17. 0891/Pdt.G/2017/PA.Klt 
Perkara yang berhasil untuk dimediasi hanya ada 1 perkara, dengan 
nomor perkara sebagai berikut 0891/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
14
 Dengan jumlah 
perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Klaten 
yang cukup banyak. Di Pengadilan Agama Klaten sendiri sudah ada hakim 
yang memiliki sertifikat mediator dan sudah adanya peraturan tentang 
                                                          
14
 Ibid,. 
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mediasi jadi hal tersebut dapat dijadikan sebagai penunjang kelancaran 
mediasi sendiri.  
Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti 
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016 dalam 
perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten dan keefektifan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan 
perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Dengan mengangkat 
judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Klaten)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar  belakang diatas, penulis dapat menarik 
rumusan maslah sebagai berikut,  
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Klaten? 
2. Efektifkah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permaslahan diatas 
sebagai berikut: 
30 
 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2016 dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Klaten. 
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 
Agama Klaten. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis. 
a. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dan keefektifan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Klaten. 
b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan 
bagi penelitian yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 
dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 
telah diperoleh. 
b. Hasil dari penelitian ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata 
oleh individu-individu maupun lembaga peradilan Agama yang 
31 
 
secara khusus menangani masalah mediasi sebagai salah satu upaya 
dalam menyelesaikan sengketa perdata, khususnya dalam perkara 
sengketa ekonomi syariah.   
 
E. Kerangka Teori 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif berarti, ada 
efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya.
15
 Efektivitas adalah kemampuan 
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada 
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 
diantara pelaksanaannya. 
Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa, efektivitas adalah jangkauan 
usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana 
tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan 
sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 
pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Hidayat yang menjelaskan bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. 
Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 
efektivitasnya.
16
 
                                                          
15
 https://kbbi.web.id/ Efektivitas,Diakses pada Tanggal 07 N0vember 2017 Pukul 21.00 
WIB. 
16
 Syamsul Hadi, 2016, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui 
Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga, Thesis, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Batu Sangkar, hlm. 18. 
32 
 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono 
Soekanto, bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 
faktor. Antara lain :  
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang) 
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum 
3. Faktor sarana atau sarana yang mendukung penegakan hukum 
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
17
 
Berdasar pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas 
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai 
baik dari segi waktu, kualitas dan kuantitas,yang mana target tersebut sudah 
ditentukan terlebih dahulu.  
Sebenarnya penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan juga 
mengenal adanya upaya perdamaian oleh hakim sebagimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Peran hakim terbatas hanya 
mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara langsung 
                                                          
17
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : 
RajaGrafindo, 2008), hlm. 7.   
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memfasilitasi, karenanya para pihak yang bersengketa belum secara optimal 
mengeksplorasi manfaat dari proses perdamaian.
18
 
Proses perdamaian atau sering disebut dengan mediasi telah diatur 
didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi merupakan Peraturan Mahkamah Agung. Dimama Mahkamah 
Agung merupakan lembaga tingkat tinggi dilinggukan Peradilan, baik 
peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Peradilan 
umum meliputi pengadilan agama dan pengadilan negeri. 
Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare yang 
berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan 
pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna 
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 
menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak 
yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan 
dari para pihak yang bersengketa. Mediasi dalam bahasa Inggris disebut 
“mediation” yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.19 
Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian 
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat 
dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. 
                                                          
18
 Rachmadi Usman,  Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 
Grafika,2012), hlm. 66. 
19
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum 
Nasional..., hlm. 1. 
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Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan 
prosedural dan substansial.
20
 
Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia di 
antaranya : 
1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. 
Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara 
sebelum perkaranya diperiksa. 
2. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian 
dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. 
4. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 
5. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 
Ditegaskan dalam PERMA No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi 
di pengadilan. Dalam pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan 
bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama 
wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan 
mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa 
yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi 
kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. 
                                                          
20
 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12. 
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Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, 
wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam.
21
 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan 
sengketa antara para pihaka dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan 
imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan 
kesepakatan damai yang  permanen dan lestari, mengingat penyelesaian 
sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang 
sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.
22
 
Kata sengketa disebut juga dengan conflict dan dispute. Kata conflict 
sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan kata  
dispute di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”.  
Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa 
dirugikan oleh pihak lain yang diawali dengan perasaan tidak puas yang 
bersifat subjektif dan tertutup.  
Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau 
perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi 
maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, 
Sunnah dan Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan 
dunia dan akhirat.
23
 
                                                          
21
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum 
Nasional..., hlm. 24. 
22
 Ibid,. hlm. 24. 
23
 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
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Sistem ekonomi syariah secara fundamental berbeda dari sistem 
ekonomi yang lain. Sistem ekonomi syariah memiliki akar syariat yang 
membentuk pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan 
sistem sekuler yang menguasai dunia. Sistem ekonomi syariah sasarannya 
tidak hanya didasarkan pada materiil saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang 
immaterial, seperti kebahagiaan manusia (al-falah), kehidupan yang baik 
(hayatan thayyibah), aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosioekonomi 
dan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia lainnya.
24
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang 
berkaitan dengan tema yang diambil oleh penulis, yaitu tentang upaya 
perdamaian atau mediasi. Akan tetapi karya-karya tersebut belum 
menekankan pada efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah  di Pengadilan Agama 
Klaten. 
Adapun karya-karya tersebut antara lain : Thesis Syamsul Hadi dengan 
judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah melalui Mediasi di 
Pengadilan Agama Purbalingga”.25 Hasil penelitian ini yaitu bahwa 
penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di 
Pengadilan Agama Purbalingga sudah efektif, hal ini dikarenakan mediator 
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 Ibid,. hlm. 31. 
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 Syamsul Hadi, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi 
di Pengadilan Agama Purbalingga, Thesis, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Batu Sangkar, 2016. 
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Pengadilan Agama Purbalingga memiliki sumber daya manusia yang 
konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan para 
Hakim  (mediator) telah memiliki sertifikat serta telah lulus sertifikasi 
ekonomi syariah. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti,  dimana 
penelitian ini menekankan pada analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian 
sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 
2014. Dan masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 Tentang Prosedur Mediasi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan 
yaitu, lebih menekankan kepada pelaksanaan mediasi dan Efektivitas 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 dalam penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2016-2017. 
Kemudian karya ilmiah selanjutnya Skripsi dari Ishmatul Maula yang 
berjudul “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalinga Tahun 2009-2014”.26 
Hasil penelitian ini yakni Peran mediator sangat berpengaruh dalam 
keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi 
para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang 
dihadapi. Semakin tinggi jam terbang seorang mediator maka mediator 
tersebut memliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi. 
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 Ishmatul Maula, Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
yaitu tentang pelaksanaan mediasi dan efektivitas Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
di Pengadilan Agama Klaten tahun 2016-2017 
Skripsi dari M. Rizal Abdul Majid yang berjudul “Efektifitas Mediasi 
Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai 
Gugat”.27 Hasil penelitian ini yaitu hahwa proses mediasi sudah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilihat dari 
sisi efektifitas, khususnya yang berkaitan dengan waktu bahwa mediasi di 
Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai gugat belum 
efektif. 
Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana 
penelitian ini lebih menekankan kepada proses mediasi perkara cerai gugat di 
pengadilan agama Surakarta. Kemudian tentang efektivitas penerapan 
mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap 
perkara cerai gugat di pengadilan agama Surakarta (perkara tahun 2014-
2016). Sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu, tentang pelaksanaan 
mediasi dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 dalam 
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. 
Jurnal dari Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah yang berjudul 
“Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus 
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 M. Rizal Abdul Majid, Efektifitas Mediasi Hakim Pengadilan Agama Surakarta 
Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, tidak 
diterbitkan, Surakarta, 2017. 
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Pada Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh)”.28 Hasil penelitian ini yaitu bahwa 
tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh belum 
memuaskan atau belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak 
perkara yang menumpuk serta tidak berhasil untuk dimediasi. 
 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 
yaitu lebih kepada Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sedangkan penelitian yang 
saya lakukan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 
2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Klaten. 
Terakhir ada jurnal dari Khairil Azmin Mokhtar yang berjudul 
“Institutions and Mechanisms for Internal Conflict Resolution: Legal and 
Non-Legal Means in Resolving Dispute and Attaining Justice in Malaysia”.29 
Hasil penelitian yaitu Berbagai resolusi sengketa alternatif bisa dikerahkan 
untuk memberikan cara-cara damai dalam menangani masalah sengketa. 
Berbagai macam sarana hukum dan non-hukum di Malaysia telah dilengkapi 
peran peradilan dalam memberikan keadilan dan menangani masalah-masalah 
sengketa.  
Metode non-litigasi telah terbukti signifikan dan berguna dalam 
meredakan ketegangan. Sehingga perlu memperkuat lembaga non-hukum, 
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 Israr, Hidayadi & Hery, Diansyah, Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 
Tahun 2008 (Studi Kasus pada Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh), Jurnal Hukum Keluarga 
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 Khairil Azmin Mokhtar, Institutions and Mechanisms for Internal Conflict 
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informal dan ekspedisi untuk memecahkan keluhan masyarakat, untuk 
melengkapi proses pengadilan dengan adanya teknik ADR (Alternative 
Dispute Resolution). Agar masyarakat merasa aman, percaya dan adanya 
timbal balik perlu dihidupkan kembali dengan melibatkan tetua desa, tokoh 
masyarakat dan pejabat masjid di informal pengadilan lingkungan untuk 
kelancaran dalam mengatasi perselisihan dan membuat keadilan untuk semua. 
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dalam 
penelitian ini penulis lebih menekankan penelitiannya pada penyelesaian 
sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten dan efektivitas 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Klaten. 
Memang tema dan penelitian yang penulis lakukan sudah pernah 
dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang penulis 
lakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, 
karena penulis sebelumnya memfokuskan tulisannya  kepada faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan Agama 
Purbalingga, peranan mediator (Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di 
Pengadilan Agama Purbalingga, Proses mediasi di Pengadilan Agama 
Surakarta, serta peran hakim sebagai mediator dalam perkara ekonomi 
syariah.  
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diatas yaitu, dimana 
penulis memfokuskan penelitiannya pada Efektivitas penerapan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Sengketa Ekonomi 
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Syariah dalam bentuk deskriptif analisis. Jadi tulisan ini menekankan pada 
pelaksanaan dan tingkat keefektivan penerapan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 tahun 2016 dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi di 
Pengadilan Agama Klaten. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan 
Agama Klaten dikarenakan belum banyak dilakukan penelitian di Pengadilan 
Agama Klaten, khususnya tentang tema yang diambil penulis. 
 
G. Metode Penelitian 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode 
penelitian  sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research), Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode 
untuk menemukan data-data yang spesifik dan realistis tentang apa yang 
sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 
interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga 
maupun sosial masyarakat.
30
 
Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang efektivitas pelaksanaan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. 
2. Lokasi Penelitian   
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Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Klaten yang 
beralamatkan di Jl. KH. Samanhudi  No.9, Mojayan, Kec.Klaten, 
Kab.Klaten, Jawa Tengah 57416.  
3. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis data penelitian ini adalah:   
a.  Data primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung berupa informasi dan 
keterangan-keterangan dari mediator (Hakim) di Pengadilan Agama 
Klaten. Sumber dari data primer yaitu, berupa data hasil  interview 
(wawancara) yang ditujukan kepada para Hakim Mediator yang 
menangani perkara ekonomi syariah dan wawancara dengan para pihak 
yang berperkara khususnya dalam perkara ekonomi syariah.  
b. Data sekunder 
Yaitu data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai 
data primer yang masih berhubungan atau relevan dengan penelitian 
ini.
31
 Khususnya tentang mediasi hakim di Pengadilan Agama Klaten 
dalam menyelesaikan perkara sengketa Ekonomi Syariah. Sumber data 
sekunder ini berupa data perkara ekonomi syariah, buku register perkara, 
laporan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Klaten dan akta 
damai (baik yang berhasil dan yang tidak berhasil di damaikan), serta 
buku yang berkaitan dengan mediasi. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
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Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini 
menggunakan penelitian lapangan (field research), maka adapun 
langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:  
a. Wawancara  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti. Dalam teknik ini, penyusun 
menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.    
Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka 
namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara 
dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara 
yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata dan 
tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.
32
 Dalam hal 
ini wawancara dilakukan kepada hakim-hakim atau mediator (di 
wakilkan dengan 2 hakim) yang menyelesaikan sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Klaten dan para pihak (yang di wakilkan 
oleh kuasa hukumnya) yang berperkara khususnya perkara ekonomi 
syariah. 
b. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
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dari seseorang. Dengan teknik ini, penyusun meneliti data-data yang 
diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan tema kemudian 
digabungkan menjadi satu-kesatuan sehingga menjadi hasil penelitian 
serta dokumen yang ada di tempat penelitian seperti photo dan surat-
surat, selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klaten. 
5. Teknik Analisis Data 
a. Metode Deskriptif  Kualitatif  
Yaitu memaparkan, mengkaji dan mengkaitkan data-data yang 
diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) maupun kontekstual 
(pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna mendapatkan 
kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam 
bentuk penjelasan. Pada metode deskriftif ini penyusun berusaha 
mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian 
tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
33
 
b. Metode Induktif 
Setelah data-data terkumpul dengan lengkap kemudian diklarifikasi 
dan dikritisi dengan seksama dengan referensi yang ada. Kemudian di 
analisa dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Data-
data yang diperoleh dari lapangan hasil dari wawancara mediator dan 
para pihak yang berperkara. Kemudian dianalisa dengan metode induktif 
ini yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik 
kesimpulan secara general yang bersifat umum. 
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c. Metode Deduktif 
Yaitu metode berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan 
atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu 
kesimpulan yang bersifat khusus.
34
 Karena kesimpulan bersifat khusus, 
maka penyusun mendasarkan penarikan kesimpulan tersebut berangkat 
dari data perceraian khususnya perkara cerai gugat kemudian lanjut 
kepada data mediasi, kemudian melihat hambatan yang terjadi dalam 
praktik mediasi. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Melalui metode tersebut di atas, maka untuk mempermudah 
pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika 
penulisan sebagai berikut:  
Bab Pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi 
sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada di dalam skripsi ini 
yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan.  
Bab Kedua, penyusun membahas tentang mediasi dalam sengketa 
ekonomi syariah. Pertama, efektivitas, meliputi: pengertian efektivitas, 
efektivitas hukum, faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Kedua,  
tinjauan tentang mediasi, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum mediasi, 
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prosedur mediasi, manfaat dan tujuan mediasi, prinsip-prinsip mediasi. 
Ketiga, perkara sengketa ekonomi syariah di Indonesia meliputi : pengertian 
sengketa, konsep ekonomi syariah, konsep penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah menurut Islam, dan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
menurut Undang-undang. 
Bab Ketiga, penyusun membahas tentang kewenangan Pengadilan 
Agama Klaten dalam melaksanakan mediasi, meliputi, Pertama, sejarah 
Pengadilan Agama Klaten, struktur, visi dan misi Pengadilan Agama Klaten. 
Kedua, prosedur sengketa ekonomi syariah, proses penyelesaian perkara 
sengketa ekonomi syariah dan data perkara sengketa ekonomi syariah. Ketiga, 
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 di Pengadilan Agama 
Klaten. 
Bab Keempat, penyusun melakukan analisis tentang efektivitas 
penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan 
Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yang 
mencakup: Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. 
Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.   
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM 
SENGKETA EKONOMI SYARIAH 
 
A. Tinjauan Tentang Efektivitas 
1. Pengertian Efektivitas 
Pengertian efektivitas yaitu kemampuan melaksanakan tugas, 
fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi 
atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 
pelaksanaannya.
35
 Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran 
seperti yang telah ditentukan. 
Dalam kamus bahasaIndonesia kata efektif berasal dari padanan 
kata yang berarti, ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, bisa 
juga berarti manjur atau mujarab kalau dalam istilah obat, bisa berarti 
dapat membawa hasil atau berhasil guna kalau dalam istilah usaha atau 
tindakan, bisa berarti mulai berlaku kalau dalam istilah Undang-
Undang.
36
 Kata efektif dalam kamus bahasa Inggris, yaitu effective yang 
berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. 
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2. Efektivitas Hukum 
Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski 
dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski menyajikan teori 
efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski 
menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah 
yang meliputi: 
a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara 
lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, 
yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu 
sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) 
yang diorganisasi oleh suatu negara. 
b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-
kadang tidak ada. 
c. Dengan demikian dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.37 
Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam 
masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat 
modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan 
masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, 
spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih.  
Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan 
sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang 
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mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat 
primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan. Soerjono Soekanto 
mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok 
dapat mencapai tujuannya. 
Hukum dapat dikatakan efektif  jika terdapat dampak hukum yang 
positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing 
ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 
Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum 
tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses 
pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada 
agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja 
unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 
ketentuan atau aturan hukum.
38
 
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan 
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor 
yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-
baiknya.  
Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau 
peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat 
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berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau 
peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang 
dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-
undangan tersebut telah dicapai.
39
 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor
40
, 
yaitu: 
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
Yang dimaksud Undang-undang dalam arti materil adalah 
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa 
pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-
undang dalam materil  harus mencakup, pertama peraturan pusat 
yang berlaku untuk  semua warganegara atau  suatu golongan 
tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah 
tertentu. Kedua, peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu 
tempat atau daerah saja.
41
 
Pada elemen pertama ini, yang menentukan dapat berfungsinya 
hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari 
aturan hukum itu sendiri.  Teori efektivitas hukum yang 
dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor 
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yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak 
pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan 
penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi 
hukum yang sering diabaikan.
42
 
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen 
pertama adalah : 
1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sistematis. 
2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan. 
3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang 
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 
4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada.
43
 
b. Faktor penegak hukum 
Inti dan arti dari penegak hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
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Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut 
mempunyai kedudukan  (status) dan peranan (role). Kedudukan 
sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, 
yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau mungkin rendah. 
Kedudkan tersebut merupakan sebuah wadah, yang isinya adalah 
suatu hak dan kewajiban tertentu.
44
 
Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 
keputusan yang tidak ketat diatiur oleh kaidah hukum, akan tetapi 
memiliki unsur penilaian pribadi. pada dasarnya diskresi berada 
diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).
45
 
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya 
kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam 
hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga 
aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan 
dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan 
mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa 
masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis 
ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut : 
1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan 
yang ada. 
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2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan 
kebijaksanaan. 
3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat. 
4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-
batas yang tegas pada wewenangnya.
46
 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 
yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi, 
maka mustahil penegak hukum akan tercapai tijuannya.
47
 
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana 
dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. 
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas 
yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 
Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan 
istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan 
efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut 
harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan 
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kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi 
kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah : 
1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 
2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 
3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 
4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 
5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 
6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu 
ditingkatkan lagi fungsinya.
48
 
d. Faktor masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Maka masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Baik buruknya hukum 
senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukumnya,  yang 
menurut masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai 
struktur atau proses.
49
 
Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari 
kondisi masyarakat, yaitu: 
1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik. 
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2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 
walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat 
berwibawa. 
3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, 
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin 
dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara 
internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang 
menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu 
pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui 
motivasi yang ditanamkan secara individual. 
Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi 
salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu 
diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat 
dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh 
kondisi internal maupun eksternal. 
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik 
yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul 
karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang 
tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan 
yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang 
sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. 
Dorongan yang sifatnya 
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e. Faktor kebudayaan. 
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya akan 
ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spiritual atau non-material.   Sebagai suatu sistem (atau 
sub-sistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup 
struktur, substansi dan kebudayaan.
50
 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap 
baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 
ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan yang berperan dalam 
hukum, adalah sebagai berikut
51
: 
1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 
2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan. 
3) Nilai kelanggengan/konservtisme dan nilai kebaruan/inovatisme 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 
tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
52
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B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 
1. Pengertian Mediasi 
Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa mediasai adalah 
“Mediation is private, informal dispute resolution proces in which a 
neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an 
agreement”.53 
Pengertian mediasi dalam beberapa versi sebagai berikut: 
a. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negisiasi 
pihak ketiga yang dapat dterima, tidak berpihak dan yang netral tidak 
mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam membantu 
para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan 
secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang 
disengketakan (ChristophermW Moore, 1996). 
b. Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan 
seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan 
permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan 
mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan 
mereka (Folberg dan Taylor, 1986). 
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c. Mediation in negotiation carried out with the assistance of a third 
party. (Stephen B. Goldberg, dkk, 1992:103). 
d. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 “Alternatif 
penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsilisasi atau penilaian ahli. 
e. Dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI No.8/5/PB/2006 dikatakan 
sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator 
untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai 
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadapa sebagian 
ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
54
 
Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa 
para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap 
netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak 
tetapi menunjang fasilitator untuk melaksanakannya dialog antar pihak 
dengan suasan keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk 
tercapainya mufakat.
55
 
2. Dasar Hukum Mediasi. 
Dasar Hukum mediasi di Indonesia yaitu sebagai berikut: 
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a. Pancasila, di mana dalam filosofinya tersirat bahwa asas 
penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal 
tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. 
b. Al-Qur‟an Surat Al-Hujurat ayat 9-10. 
                  
                           
                    
                       
            
9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 
yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 
pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 
10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 
c. Dasar hukum perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan 
oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni 
Rasulullah Saw. Bersabda
56
: 
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 َح َك انمَارَح َّلَحَأ ا نحَلَص لآإ ِْينَمِلْسُ
لما َْينَػب هِزئاَج ُحْلُّصلا)فابح نبا هاكر(نلالاَح َـَّر  
“Mendamaikan dua muslim ( yang berselisih) itu hukumnya boleh 
kecuali perdamaina yang mengarah kepada upaya mengharamkan 
yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan 
Turmudzi). 
d. Doktrin Umar bin Khattab Perdamaian antara orang-orang Islam  
dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau 
mengharamkan yang halal.
57
 
e. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga 
perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak 
yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 
f. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Dalam Pasal 130 HIR/154 
Rbg. 
g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
h. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.
58
 
3. Prosedur Mediasi 
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Setiap perkara gugatan, sebelum pokok perkaranya disidangkan, 
hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para 
pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 130 HIR/154 RBg. 
Perdamaian yang dimaksudkan pada pasal 130 HIR/154 RBg tersebut 
dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang 
mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi, diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 
Tahun 2008 tantang Prosedur Mediasi kemudian diperbarui kembali 
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
59
 
Peraturan Mahkamah Agung yaitu suatu jenis peraturan perundang-
undangan yang sudah lama eksis dan memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi,  sebagaimana ditentukan didalam pasal 7 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 10 tahun 2044 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan dan Penjelasannya.
60
 
Peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. 
Dalam bab 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
disebutkan tentang pedoman mediasi di pengadilan, pada pasal 2 dan 3 di 
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sebutkan tentang tahapan dan prosedur mediasi yang difasilitasi oleh 
hakim yang memeriksa perkaranya.
61
 
Pasal 2 berbunyi “ (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi 
dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara 
di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan 
agama. (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan 
agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Pasal 3 berbunyi, (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau 
kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 
Mediasi. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan 
wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui 
Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator. (3) Hakim Pemeriksa 
Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi 
sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di 
Pengadilan. (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum 
maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan 
putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk 
melakukan proses Mediasi. (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator 
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Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. (6) Proses 
Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (7) Ketua Pengadilan 
menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau 
Mahkamah Agung. (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau 
Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.
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4. Tujuan dan Manfaat mediasi 
Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara 
para pihak dengan melibakan pihak ketiga yang netral dan imparsial. 
Mediasi dapat ,engantarkan para pihak pada para perwujudan 
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian 
sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi 
yang sma. Dimana tidak ada pihak yang kalah ataupun dikalahkan (win-
win solution).
63
 
Penyelesaian sengketa melaui jalur mediasi sangat dirasakan 
manfaatnya, yaitu para pihak telah mencapai kesepakatan yang 
mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. 
Bahkan dalam mediasi yang gagalpun ada manfaatnya, dimana para 
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pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu 
mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit oerselisihan 
diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak 
untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, akan tetapi mereka belum 
menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
64
 
5. Prinsip-prinsip Mediasi 
Prinsip dasar (basic prinsiples) adalah landasan filosofis dari 
diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan 
kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam 
menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang 
melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael 
Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar 
mediasi.lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi.
65
 
Kelima prinsip tersebut adalah, yang pertama prinsip yaitu prinsip 
kerahasiaan atau confidentiality. Yang dimaksud kerahasiaan disini 
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang 
diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak 
boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. 
Demikian dengan sang mediator juga harus menjaga kerahasiaan 
tersebut, serta menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi mediasi. 
Prinsip yang kedua yaitu, suakarela arau volunteer. Masing-masing 
pihak yang bersengketa menghadiri proses mediasi tersebut atas dasar 
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keinginan sendiri secara sukarela dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari 
pihak manapun. 
Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini 
disarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi 
sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah 
mereka dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. 
Kemampun dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu 
setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari 
luar. 
Prinsip keempat, netralitas atau neutrality. Didalam mediasi, peran 
mediator hanya memfasilitasi prosesnya saj, dan isinya tetap menjadi 
milik para pihak yang brsengketa. Mediator hanyalah berwenang 
mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. 
Prinsip yang terakhir adalah solusi yang unik atau a unique 
solution. Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak 
harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses 
kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak 
mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep 
pemberdayaan masing-masing pihak. 
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C. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia 
1. Pengertian Sengketa 
Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,  
pertengkaran, perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga 
menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung 
pengertian tentang adanya pertikaian, perselisihan  yang disebabkan oleh 
perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.
66
 Dalam bahasa 
sehari-hari maupun kepustakaan sering ditemukan istilah konflik dan 
sengketa. 
Conflict merupakan arti dari konflik dalam bahasa Indonesia, seperti 
halnya despute yang diarikan dalam bahasa Indonesia adalah sengketa. 
Ada perbedaan pendapat dikalangan sarjana tentang konflik dan 
sengketa.  
Secara konseptual tidak ada perbedaan antara konflik dan sengketa. 
Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi 
dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang 
bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi 
mereka saja. Akan tetapi, sebagian lain sarjana berpendapat bahwa istilah 
konflik dapat dibedakan dari istilah sengketa. Istilah konflik mengandung 
pengertian lebih luas dari pada sengketa.
67
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2. Konsep Ekonomi Syariah 
Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi dengan ragam 
yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila 
dikaji secara seksama definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada 
hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 
meninjau, meneliti dan menyelesaikan segala permasalahan ekonomi 
secara Islam atau sesuai dengan syariat Allah SWT.
68
 
Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi syariah sebagai 
berikut definisi ekonomi syariah menurut para ahli, antara lain
69
: 
a. Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah 
adalah sosial science which studies the econimics problems of people 
imbued with the values of Islam (ekonomi islam adalah ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 
rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). 
b. Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi 
syariah yaitu the muslim thinkers response to the economics  
challenger of thair times.  This response is naturall inspired bay the 
teaching of Quran and sunnah as well as rooted in them (ekonomi 
syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi 
kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya 
yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada 
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pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa 
perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak 
seimbangan lingkungan). 
c. Hasanuz Zaman yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
Islamics economics is the knowledge and applications and rules of 
the shari’ah that prevent injustice in the requisition  and disposalof 
material resources in order to provide satisfaction to human being 
and anable them to perform they obligation to Allah and the society 
(ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah 
untuk mencegah ketidak adilan atas pemanfaatan dan pengembangan 
sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan 
manusia dan melakukannya sebagai kewajiban ke[ada Allah SWT 
Dan masyarakat). 
d. Sayed Nawab Haider Naqvi yang dimaksud ekonomi syariah adalah 
Islamic economics is the representative Muslim’s be havior is a 
typical Muslim society (ekonomi Islam merupakan representasi 
perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu). 
e. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
Islamic economics aims at the study of human falah (well being) 
achived by organizing the resources of earth on basis of 
cooperations and particiapation (ekonomi syariah bertujuan untuk 
mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai 
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melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada 
kerja sama dan partisipasi). 
f. Kursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
Islamic economics is asytematic effort to thy understand the 
economic’s problem and man’s behaviour in relation to the problem 
from an Islamic perspective (ekonomi syariah adalah usaha istematis 
untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkahlaku 
manusia secara relasional dalam perspektif Islam). 
g. M. M. Metwally yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu 
masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma‟ dan 
Qiyas. 
h. Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
suatu disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam 
memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling 
utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam A-Quran dan 
Al-Hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru 
berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi syariah. Dalam hal ini 
himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat 
berguna. 
Dalam beberapa definisi yang telah disebutkan dapat diketahui 
bahwa ilmu ekonomi Islam bukan sekedar kajian tentang nilai, akan 
tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu 
70 
 
dengan nilai menjadikan ekonomi syariah sebagai konsep yang 
integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. 
3. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Islam 
Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam terbagi menjadi 3, 
yaitu diantaranya: 
a. Al-Sulh (perdamaian) 
Secara bahasa al-Sulh berarti medam pertikaian, sedangkan 
menurut istilah adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk 
mengakhiri perselisihan atau pertengkaran dua belah pihak yang 
bersengketa secara damai.
70
 Menyelesaikan sengketa berdasarkan 
perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh 
Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 128, 
sebagai berikut ayatnya
71
; 
                     
                 
                
128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya 
Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 
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dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
Suatu perjanjian perdamaian dikatankan sah apabila telah 
terpenuhinya tiga rukun yakni ijab, kabul dan lafaz dari perjanjian 
damai tersebut. Jika tiga rukun tersebut sudah dipenuhi, maka 
perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari 
prjanjian tersebut lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing 
pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai 
tersebut tidaklah dapat dibatalkan secara sepihak, maka pembatalan 
perjanjian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.
72
 
b. Tahkim (arbitrase) 
Secara umum takim memiliki pengertian yang sma dengan 
arbritase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau 
lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna 
menyelesaikan perselisihan  mereka secara damai, orang yang 
menyelesaikan disebut hakam. 
Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, tahkim menurut 
istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai 
keapda seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk 
menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.
73
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Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, 
Malikiyah, Hanbabilah dan sebagian kalangan mazhab syafi‟iyah 
sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) 
langsung mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa 
terlebih dahulu meminta prsetujuan kedua belah pihak.
74
 
c. Wilayat Al-Qadha (kekuasaan kehakiman) 
1) Al-Hisbah 
Al-hisbah adalah lembaga resmi yang diberi kewenangan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan 
yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk 
menyelesaikannya. Kekuasaan al-Hisbah hanya terbatas pada 
pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang 
dari kemungkaran.
75
 
2) Al-Madzalim 
Kewenangan lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-
kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau 
pejabat pemerintah seperti sogok-menyogok, tindakan korupsi 
dan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang 
yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut wali al-
mudzalim atau al-Nadlir.
76
 
3) Al-Qadha (peradilan) 
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Secara bahasa arti al-Qadha adalah memutuskan atau 
menetapkan. Menurut istilah adalah menetapkan hukum syara‟ 
pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara 
adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh 
lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang 
berhubungan dengan salah keperdataan termasuk didalamnya 
hukum keluarga dan masalh jinayat.
77
 
4. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-
undang. 
a. Non-Litigasi 
Kata non berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak atau 
bukan. Sedangkan kata litigasi berasal dari kata litigation yang 
berarti proses Pengadilan. Kedua kata tersebut dapat dipahami 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau sering disebu 
Alternative Dispute Resolution (ADR).
78
 
Dasar penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi 
yaitu sebagai berikut
79
: 
1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa 
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ekonomi syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama (pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008). 
3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, pada pasal 16 (2) bahwa “ketentuan ayat 1 tidak 
menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara 
perdata secara perdamaian”. 
4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Gugatan Sederhana. 
6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi. 
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 
8) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang 
Mediasi Perbankan jo. 
9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) 7/46/PBI/2005 tentang Akad 
Penghimpunan dan Dana bagi Bank yang Melaksanakan 
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
75 
 
Pada umumnya, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan 
pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Berikut ini jenis dan 
bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi
80
: 
1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). 
Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal dengan 
Alternative Dispute Resolution (ADR). Bentuk dari alternafif 
penyeselaian sengketa yakni yang pertama, musyawarah adalah 
proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling 
menerima pendapat dan keinginan yang disarkan atas 
kesukarelaan antara para pihak. 
Kedua, mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui 
perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 
Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat 
dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.
81
 
Ketiga, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat 
personal antara suatu pihak (klien) dan pihak lain yang 
merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau 
sarannya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan 
kebutuhan klien. Kosultasi hanya memberikan pendapat hukum 
sebagaimana yang diminta oleh kliennya, dan selanjutnya 
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keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan 
diambil oleh para pihak.
82
 
Keempat, negosiasi merupakan penyelesaian sengketa 
antara dua orang atau lebih untuk melakukan kompromi atau 
tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal 
atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Kelima, konsoliasi 
merupakan usaha perdamaian dengan menggunakan bantuan 
pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan 
pertemuan diantara pihak yang berselisih, konsiliator biasanya 
tidak terlibat secara mendalam atas subtansi dari perselisihan.
83
 
Keenam, penilaian para ahli penyelesaian ini tertuang dalam 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat 3. Para ahli 
yang dicantumkan apada ayat tersebut menunjukkan bahwa, 
para pihak yang bersengketa atas kesepakatan mereka dapat 
meminta bantuan kepada penasihat ahli dalam hal ini untuk 
dimintai pendapat dan nasihatnya dalam penyeleseaian sengketa 
tersebut. 
Apabila dalam hal para pihak dengan bantuan penasihat ahli 
telah mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut 
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat 
digolongkan dengan akta perdamaian.
84
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2) Arbitrase. 
Menurut Abdulkadir Muhammad arbitrase adalah badan 
peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang di 
kenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah 
peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela 
oleh pihak-pihak yang bersengketa.  
Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan 
dipakainya Reglement op de Rechtvordering (RV) dan Het 
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun 
Rechtsreglement Bitesten (RBg). Arbitrase semula diatur dalam 
RV pasal 615 samapai dengan pasal 651, ketentuan tersebut 
tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.
85
 
Lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(Basyarnas). Basyarnas yang berhak untuk mengadili ekonomi 
syariah adalah basyarnas yang berdomisili paling dekat dengan 
para pihak yang bersengketa atau yang telah ditunjuk oleh para 
pihak.
86
 
b. Litigasi 
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Penyeleseaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi  
berdasarkan Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 
keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun  2009 tentang 
Peradilan Agama, dan pasal 55 angka 1 UU No.21 tahun 2008 
tentang Perbankan syariah.
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Sejalan dengan ruang lingkup kompetensi absolut lingkungan 
Peradilan Agama yang tidak hanya berwenang dalam menangani 
perkara-perkara di bidang hukum keluarga saja, tetapi juga meliputi 
perkara-perkara di bidang ekonomi syariah.
88
 
Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama, 
sesuai dengan ketentuan penyelesaiannya hanya ada dua 
kemungkinan. Pertama, diselesaiakan melalui perdamaian, atau 
apabila upaya damai tersebut tidak berhasil. Kedua, diselesaikan 
melalui proses persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan  
ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kedua cara ini lah 
yang harus ditempuh pengadilan agama dalam menyelesaikan 
perkara-perkara di bidang ekonomi syariah, cara tersebut yaitu
89
: 
1) Penyelesaian Melalui Perdamaian 
                                                          
87
 Syukri Iska, System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih 
Ekonomi..., hlm. 292. 
88
 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan 
Mahkamah Syar‟iah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 119. 
89
Ibid,. hlm. 127. 
79 
 
Sudah menjadi asas hukum acara perdata bahwa pengadilan 
(hakim) wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Asas oni 
mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu 
perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu 
berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. 
Upaya mendamaikan kedua belah pihak dipersidangan adalah 
sesuatu yang imperatif (wajib dilakukan).
90
 
Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim 
dalam rangka meyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah 
harus memperhatikan dua ketentuan atau dasar hukum 
perdamaian yaitu, pasal 154 RBG/130 HIR dan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.  
2) Penyelesaian Melalui Proses Persidangan 
Setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, hakim 
selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkata 
tersebut secara cermatuntuk mengetahui substansinya. Hal 
tersebut perlu dilakukan untuk menentukan arah jalannya 
pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan 
nantinya. Hakim haruslah memastikan terlebih dahulu bahwa 
perkara yang akan diadili bukanlah perkara perjanjian yang 
mengandung klausula arbitrase.
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Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan 
Pengadilan Agama dengan dua cara yaitu, pertama penyelesaian 
perkara dengan acara sederhana. Penyelesaian gugatan dengan 
acara sederhana dinperiksa dan di putus oleh hakim tunggal 
yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Telah diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tantang Tata 
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
Kedua, penyelesaian perkara dengan acara biasa. 
Penyelesaian dengan acara biasa secara umum mengacu kepada 
hukum acara perdata. Dan telah diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Hal-hal khusus 
tentang acara biasa yang telah diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yaitu sebagai 
berikut
92
: 
a) Mekanisme pemeriksaan perkara 
b) Waktu penyelesaian perkara 
c) Pemanggilan para pihak 
d) Upaya damai 
e) Pembuktian 
f) Kepastian tentang kewenangan mengadili Pengadilan 
Agama 
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g) Tentang tulisan lafadz bismillah 
h) Tentang pertimbangan hukum 
i) Tentang acuan hukum 
j) Pelaksanaan putusan. 
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BAB III 
PENGADILAN AGAMA KLATEN DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI 
SYARIAH 
A. Profil Pengadilan Agama Klaten 
1. Sejarah Berdirinya 
a. Masa Kemerdekaan 
Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang 
sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan 
Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada 
Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD 
tanggal 26 Maret 1946. 
Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama 
tercantum dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari 
C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding 
Officer Alied Millitary Administration Civil Affairs Branch). 
Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 
1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor 
Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya. 
Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan 
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Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan Pengadilan 
Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang 
diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal pasal 75 dan pasal 33. Undang-
undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut 
serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 
tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. 
Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai 
pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan 
Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan 
mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap 
berjalan. 
Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan 
perubaha penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat 
Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang 
pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan Desa. 
Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang 
Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 
Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman 
dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu : 
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1) Peradilan Umum 
2) Peradilan Agama 
3) Peradilan Militer 
4) Peradilan Tata Usaha Negara 
Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, 
sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama 
Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 
cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam 
daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara. 
b. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun 
peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974.  
Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam 
Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang 
beragama Islam, Pengadilan Umum bagi lainnya. Pada 
perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan 
Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
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Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan 
diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap. 
c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga 
Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat 
mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 
tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk 
sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang 
Peradilan ini.
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Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-
cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, 
tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan 
dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara 
tersebut. 
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 
Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 
1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang 
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Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan : 
Badan - badan peradilan secara organisatoris, administratif dan 
finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.  
Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan 
Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak 
proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung. Pengalihan 
organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan, 
peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara 
ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-
masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai 
dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta 
dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
94
 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa dan mampu 
memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. 
b. Misi 
1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya serta mengayomi masyarakat. 
2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan 
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
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3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam 
pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga 
Kantor dan pengelolaan keuangan. 
4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan 
pengawasan terhadap jalannya peradilan. 
3. Struktur Organisasi 
Nama-nama pegawai atau pejabat Pengadilan Agama Klaten yaitu 
sebagai berikut
95
: 
Jabatan Nama 
Ketua Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. 
Wakil Ketua - 
Sekretaris Kamadi, S.Ag. 
Hakim 1. Dra. Hj. Siti Faridah 
2. Drs. Ahmad Wahib, S.H., 
M.H 
3.  Dra. Sri Sangadatun, M.H. 
4. Drs. H. Arif Puji Haryono, 
S.H., M.S.i 
5. H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. 
6. Dra. Hj. Ismiyati, S.H. 
Panitera Drs. Aziz Nur Eva 
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Panitera Muda Permohonan Isti Wajinah, S.Ag 
Panitera Muda Gugatan H. Wasalam, S.H 
Panitera Muda Hukum Siti Suharsi, S.Ag 
Kasub. Bag. Keuangan 1. Suhardi 
2. Nanang Wahyudi, A.md 
 
Kasub. Bag. Kepegawaian  1. Suharyanto 
2. Khuanul Khotimah 
 
Kasub. Bag. Umum  Kiptiyah 
Panitera Pengganti 1. Uswatun Chasanah, S.H 
2. Mokhamad Farid, S.Ag., M.H 
 
Juru Sita/ Pengganti 1. Jumeno, S.H 
2. Himawan Antoni, S.H 
3. Desi Retno Utari, A.md 
 
Sumber : SIIP Pengadilan Agama Klaten 
Nama-nama yang telah menjabat sebagai ketua di Pengadilan Agama 
Klaten dari tahun 1947 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut
96
: 
No Nama Tahun 
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Menjabat 
1 Ibrahim 1974-1951 
2 Saibani 1951-1964 
3 Kh. Abdul Kadir 1964-1976 
4 Achid Maduki 1976-1978 
5 Drs. Barizi 1978-1983 
6 Drs. H. Suhaimi 1983-1992 
7 Drs. Suharto 1992-1993 
8 Drs. Duror Mansur, S.H 1993-1994 
9 Drs. H. Muhsoni S.H. 1994-1999 
10 Drs. H. Bunyamin, S.H 1999-2002 
11 Dra. Hj. Auyunah M Zabidi 2002-2006 
12 Drs. H. Sahal Maksun. M. Si 2006-2011 
13 Drs. H. M. Kahfi, S.H 2011-2015 
14 Drs. H. M. Rosyid Yakub, M.H 2015-2017 
15 Dr. Agus Yunih, S.H., M.H 2017- Sekarang 
Sumber : SIIP Pengadilan Agama Klaten 
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di 
Pengadilan Agama Klaten. 
Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten tentu 
saja melalui beberapa prosedur antara lain prosedur administratif 
sebagaimana yang telah diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, adapun prosedur tersebut telah 
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termuat didalam website resmi Pengadilan Agama Klaten, dalam kolom 
Prosedur Pendaftaran Perkara, dan juga dipajang pada papan informasi 
Pengadilan Agama Klaten.
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Prosedur tersebut sebagai berkut
98
:  
1. Pihak  berperkara  datang  ke  Pengadilan  Agama  dengan  membawa  
surat  gugatan  atau permohonan. 
2. Pihak  berperkara  menghadap  petugas  meja  pertama  dan  
menyerahkan  surat   gugatan  atau permohonan, minimal 2 (dua) 
rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah  tergugat. 
3. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap 
perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya 
perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar  
(SKUM).  Besarnya  panjar  biaya  perkara  diperkirakan  harus  telah 
mencukupi  untuk menyelesaikan  perkara  tersebut  didasarkan  pada  
pasal  182  ayat  (1) HIR atau pasal 90 Undang- undang Republik  
Indonesia Nomor 50  tahun 2009 Tentang perubahan keduakalinya atas 
undang –undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Dengan catatan : 
a. Bagi  yang  tidak   mampu  dapat  diizinkan  berperkara  secara  
prodeo  (cuma cuma).  Ketidakmampuan  tersebut  dibuktikan  
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dengan  melampirkan  surat  keterangan  dari Lurah atau Kepala 
Desa setempat yang dilegalisir oleh camat. 
b. Bagi   yang  tidak  mampu  maka  panjar  biaya  perkara  ditaksir  
Rp.0.00  dan  ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). 
Didasarkan pasal 237-245 HIR. 
c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau 
berperkara secara prodeo. Maka Pemohon atau Penggugat dalam 
surat gugatan atau permohonannya, harusmenyebutkan alasan untuk  
berperkara  secara  prodeo  dalam petitumnya. 
4. Petugas Meja  Pertama menyerahkan  kembali  surat  gugatan  atau  
permohonan  kepada  pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa 
Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). 
5. Pihak  berperkara  menyerahkan  kepada  pemegang  kas  (KASIR)  surat  
gugatan  atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar 
(SKUM). 
6. Pemegang  kas  menandatangani  Surat  Kuasa  Untuk  Membayar  
(SKUM)  membubuhkan nomor  urut  perkara  dan  tanggal  penerimaan  
perkara  dalam  Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat 
gugatan atau permohonan.162 7) Pemegang  kas  menyerahkan  asli  
Surat  Kuasa  Untuk  Membayar  (SKUM)  kepada  pihak berperkara 
sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. 
7. Pihak  berperkara  datang  ke  loket  layanan  bank  dan  mengisi  slip  
penyetoran  panjar  biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank 
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tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).  Seperti  
nomor  urut  dan  besarnya  biaya  penyetoran.  Kemudian  pihak  
berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang 
sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari 
petugas layanan bank. Pihak  berperkara  menunjukkan  slip  bank  
tersebut  dan  menyerahkan  Surat  Kuasa  Untuk Membayar (SKUM) 
kepada pemegang kas. 
9. Pemegang  kas  setelah  meneliti  slip  bank  kemudian  menyerahkan  
kembali  kepada  pihak berperkara.  Pemegang  kas  kemudian  memberi  
tanda  lunas  dalam  Surat  Kuasa  Untuk Membayar  (SKUM)  dan 
menyerahkan  kembali   kepada  fihak  berperkara  asli  dan  tindasan 
pertama Surat Kuasa Untuk Membayar  (SKUM)  serta  surat gugatan  
atau permohonan  yang bersangkutan. 
10. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau 
permohonan sebanyak jumlah  tergugat  ditambah  2  (dua)  rangkap  
serta  tindasan  pertama  Surat  Kuasa  Untuk membayar (SKUM)  12) 
Petugas  Meja  Kedua  mendaftar/mencatat  surat  gugatan  atau  
permohonan  dalam  register bersangkutan  serta  memberi  nomor  
register  pada  surat  gugatan  atau  permohonan  tersebut yang diambil 
dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 
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11. Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap surat 
gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak 
berperkara. 
12. Pendaftaran-Selesai. Pihak/pihak  –  pihak  berperkara  akan  dipanggil  
oleh  jurusita/jurusita  pengganti  untuk menghadap ke persidangan 
setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang 
pemeriksaan perkaranya (PHS).  
Diatas merupakan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
secara administratif di Pengadilan Agama Klaten, yang  dilaksanakan sesuai 
dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 
Peradilan Agama. Dan juga prosedur tersebut dipajang di papan informasi 
Pengadilan Agama Klaten agar supaya dapat dilihat oleh masyarakat pencari 
keadilan, untuk mempermudah mereka dalam proses penyelesaian 
administrasi.  
 
C. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi 
Syariah di Pengadilan Agama Klaten. 
1. Gambaran Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. 
Peraturan Mahkamah Agung yaitu suatu jenis peraturan perundang-
undangan yang sudah lama eksis dan memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 
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yang lebih tinggi.
99
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Dalam 
peraturan ini mengatur tentang
100
: 
a. Bab satu tentang ketentuan umum, (pasal 1). 
b. Bab dua tentang pedoman mediasi di Pengadilan 
1) Bagian satu tentang ruang lingkup (pasal 2 dan pasal 3) 
2) Bagian kedua, perkara wajib menempuh dimediasi (pasal 4) 
3) Bagian ketiga, sifat proses mediasi (pasal 5) 
4) Bagian keempat, kewajiban menghadiri mediasi (pasal 6) 
5) Bagian kelima, itikad baik menempuh mediasi (pasal 7) 
6) Bagian keenam, biaya mediasi (pasal 8, 9 dan 10) 
7) Bagian ketujuh, tempat penyelenggaraan mediasi (pasal 11) 
8) Bagian kedelapan, tata kelola mediasi di Pengadilan (pasal 12) 
c. Bab tiga tentang mediator 
1) Bagian satu, sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga (pasal 
13) 
2) Bagian kedua, tahapan tugas mediasi (pasal 14) 
3) Bagian ketiga, pedoman perilaku mediator (pasal 15 dan pasal 
16) 
d. Bab empat tentang taahapan pramediasi 
1) Bagian kesatu, kewajiban hakim pemeriksa perkara (pasal 17) 
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2) Bagian kedua, kewajiban kuasa hukum (pasal 18) 
3) Bagian ketiga, hak para pihak memilih mediator (pasal 19) 
4) Bagian keempat, batas waktu pemilihan mediator (pasal 20) 
5) Bagian kelima, pemanggilan para pihak (pasal 21) 
6) Bagian keenam, akibat hukum pihak tidak beritikad baik (pasal 
22 dan pasal 23) 
e. Bab lima tentang tahapan proses mediasi 
1) Bagian kesatu, penyerahan resume perkara dan jangka waktu 
proses mediasi (pasal 24) 
2) Bagian kedua, ruang lingkup materi pertemuan mediasi (pasal 
25) 
3) Bagian ketiga, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat (pasal 26) 
4) Bagian keempat, mediasi mencapai kesepakatan (pasal 27 dan 
pasal 28) 
5) Bagian kelima, kesepakatan perdamaian sebagian (pasal 29, 30 
dan 31) 
6) Baagian keenam, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat 
dilaksanakan (pasal 32) 
f. Bab enam tentang perdamaian sukarela 
1) Bagian kesatu, perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan 
perkara (pasal 33) 
2) Bagian kedua, perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum 
banding, kasasi atau peninjauan kembali (pasal 34) 
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g. Bab tujuh tentang keterpisahan mediasi dari Litigasi (pasal 35) 
h. Bab delapan tentang perdamaian diluar Pengadilan (pasal 36 dan 
pasal 37) 
i. Bab sembilan tentang penutup (pasal 38 dan pasal 39) 
Perbedaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Prosedur Mediasi dengan peraturan sebelumnya yaitu sebagai 
berikut
101
: 
a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 
30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan MediasI. 
b. adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri 
secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi 
oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan 
yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi 
berdasarkan surat keterangan dokter,di bawah pengampuan, 
mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, 
atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang 
tidak dapat ditinggalkan. 
c. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik 
dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak 
beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan:  
1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi 
dengan iktikad baik. 
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2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat 
dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang 
bersangkutan: 
a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali 
berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. 
b) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah 
hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil 
secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. 
c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 
pertemuan mediasi tanpa alasan sah. 
d) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan 
dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain. 
e) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian 
yang telah disepakati tanpa alasan sah. 
Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam 
proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa 
perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan 
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di 
pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Peraturan 
Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di 
pengadilan.  
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Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 
mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapakan prosedur 
mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). 
Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib 
menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan 
perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk 
perkara yang bersangkutan. Setelah diberlakukannya Peraturann 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan.
102
 
2. Gambaran Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan 
Agama Klaten dari Tahun 2016 sampai 2017. 
Perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan agama Klaten 
dari tahun 2016 sampai 2017 yaitu, sejumlah 17 perkara. Dari 17 perkara 
tersebut yang  terdiri dari 7 perkara gugatan sederhana dan 10 perkara 
biasa. Dengan prosentase sebagai berikut, perkara gugatan sederhana 
41,17% dan perkara biasa 58,83%.
103
 
Dari 17 perkara tersebut, 7 perkara berhasil di damaikan dengan 
nomor perkara sebagai berikut : 
a. 0782/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
b. 1247/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
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c. 1374/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
d. 1246/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
e. 1792/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
f. 1375/ Pdt.G/2017/PA.Klt. 
g. 1248/ Pdt.G/2017/PA.Klt. 
Ada 1 perkara dicabut, dengan nomor perkara 
0325/Pdt.G/2017/PA.Klt dan sisanya tidak berhasil dimediasi sejumlah 9 
perkara, nomor perkaranya sebagai berikut:  
a. 59//Pdt.G/2016/PA.Klt. 
b. 181//Pdt.G/2016/PA.Klt. 
c. 237//Pdt.G/2016/PA.Klt. 
d. 251//Pdt.G/2016/PA.Klt. 
e. 275/Pdt.G/2016/PA.Klt. 
f. 1620/Pdt.G/2016/PA.Klt. 
g. 0392/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
h. 1249/Pdt.G/2017/PA.Klt. 
Dengan prosentase sebagai berikut yang berhasil dimediasi 41,17%, 
yang dicabut 5,88% dan tidak berhasil dimediasi 52,94%. Rata-rata 
perkara yang berhasil dimediasi merupakan perkara gugatan sederhana, 
sejumlah 6 35.29% perkara dengan prosentase .
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3. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. 
Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke 
Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian 
melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh 
majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara 
para pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh 
prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupaka pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan 
batal demi hukum. 
Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan 
dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan 
dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokok pengadilan 
yang bersifat memutus (adjudikatif). Mediasi yang berada di dalam 
pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi 
sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari 
hakim-hakim Pengadilan Agama Klaten tersebut yang tidak menangani 
perkaranya. 
Proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten yaitu pertama, 
pemilihan mediator yang dilakukan oleh para pihak, memilih mediator 
dari luar atau dalam pengadilan. Jika para para pihak memilih mediator 
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dari dalam Pengadilan, maka hakim (mediator) tersebut bukanlah  dewan 
majelis yang mengadili tersebut perkara tersebut. Para pihak akan diberi 
tahu oleh ketua majelis siapa saja hakim yang berhak menjadi mediator, 
kemudian para pihak dipersilahkan memilih salah satu hakim untuk 
dijadikan sebagai mediator.
105
 
 Setelah ditentukan mediatornya, yang kedua yaitu para pihak 
dipertemukan dalam satu majelis. Antara pihak penggugat dan tergugat 
atau diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing dipertemukan dalam 
satu majelis, dan dalam majelis tersebut dihadiri pula oleh mediator 
(hakim) sebagai pihak ketiga yang akan mendamaikan kedua belah pihak 
yang bersengketa. 
Ketiga, mediator menguraikan permasalahannya kepada para pihak. 
Dalam hal ini mediator menjelaskan kepada para pihak tentang 
permasalahannya, sampai para pihak mengerti permasalahannya tersebut 
dan ditemukan jalan keluarnya atau solusinya. Sebisa mungkin mediator 
mendamaikan agar perkara tidak berlanjut sampai kepada persidangan. 
Keempat, mediator memberikan solusi-solusi dan alternatif. 
Mediator (hakim) memberikan jalan keluar atau solusi dan  yang terbaik 
untuk kedua belah pihak. Tidak merugikan salah satu pihak atau tidak 
adil bagi salah satu pihak. Solusi dan alternatif tersebut dapat diterima 
oleh kedua belah pihak.
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Terakhir para pihak memberikan kesimpulannya. Maksudnya disini 
yaitu para pihak dapat memberikan jawaban akhir dari perdamaian 
tersebut. Apakah setuju berdamai atau tetap akan melanjutkan perkara 
tersebut ke dalam persidangan.
107
 
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi khususnya dalam perkara ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama Klaten pada perkara yang berhasil damai dalam 
mediasi yaitu sebagai berikut pelaksanaanya : 
a. Perkara nomor 0782/Pdt.G/2016/PA.Klt, dalam perkara ini antara 
penggugat dan tergugat sepakat untuk didamaikan. Mediator dalam 
perkara ini yaitu hakim H. Muh Dalhar, mediasi dilakukan pada 08 
Agustus 2017. Pada tanggal tersebut kedua belah pihak sepakat 
bahwa, hutang yang harus dibayarkan antara pihak I dan pihak II 
sebesar Rp. 176.750.000. pihak 1 besedia membayar hutang kepada 
pihak II selambat-lambatnya 1 tahun terhitung dari tanggal 
perdamaian. Kedua belah pihak beritikad baik dalam mengikuti 
mediasi, menghadiri mediasi yang telah ditentukan oleh hakim. 
Mediasi bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Klaten.
108
 
b. Perkara nomor 1374/Pdt.G/2017/PA.Klt antara penggugat atau pihak 
I dan tergugat atau pihak II sepakat untuk berdamai pada tanggal 
tanggal 06 Oktober 2017. Isi dari perdamain tersebut yaitu sebagai 
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berikut, bahwa pihak I sanggup untuk melunasi hutangnya kepada 
pihak II sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan jangka waktu empat 
bulan. Mediator (hakim) bersifat adil dalam mendamaikan para 
pihak, tidak memihak salah satu pihak serta memberi solusi dan 
alternatif yang terbaik untuk para pihak. Tempat melakukan mediasi 
yaitu Pengadilan Agama Klaten.
109
 
c. Perkara nomor 1246/Pdt.G/2017/PA.Klt, perkara ini berhasil untuk 
dimediasi atau kedua belah pihak berdamai. Mediasi dilakukan pada 
tanggal 04 September 2017 antara penggugat atau pihak I dan 
tergugat pihak II sepakat bahwa pihak I memberi kelonggaran 
kepada pihak II untuk membayar hutang sebesar Rp. 11.069.430,00 
dengan waktu yang disepakati yaitu sampai tanggal 25 September 
2017, apabila pihak II tidak melunasinya maka pihak I akan 
melelang jaminan yang berupa SHM nomor 1503. Dalam perkara ini 
terjadi akad murabahah antara penggugat dengan tergugat yang di 
sepakati tanggal 05 Oktober 2011. Kedua belah pihak beritikad baik 
untuk menghadiri proses mediasi dan berhasil di damaikan oleh 
mediator dengan kesepakatan yang telah dibuat sebagai yang disebut 
di atas.
110
 
d. Perkara nomor 1792/Pdt.G/2017/PA.Klt, dalam perkara ini antara 
penggugat dengan tergugat sepakat untuk berdamai, dengan 
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kesepakatan bahwa termohon akan memenuhi sisa utang piutang 
antara pemohon dengan termohon sesuai dengan akad murabahah 
tertanggal 5 September 2014. Tergugat menyadari akan 
kesalahannya, sehingga tergugat sanggup untuk membayar sisa 
hutangnya kepada penggugat sesuai dengan tanggal yang telah 
ditentukan. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan 
Agama Klaten. 
e. Perkara nomor 1375/ Pdt.G/2017/PA.Klt, pada perkara ini penggugat 
atau pihak 1 dan tergugat atau pihak II, sepakat untuk berdamai 
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berupa utang-
piutang. Mediasi dilakukan pada tanggal 06 September 2017, dimana 
keduanya sepakat berdamai dengan syarat bahwa, tergugat atau 
pihak II melunasi sisa hutangnya kepada pihak I dan pihak II, 
menyetujuinya dengan cara penjadwalan ulamg untung pembayaran 
sisa hutang tergugat atau pihak II. 
f. Perkara nomor 1248/ Pdt.G/2017/PA.Klt, antara penggugat dengan 
tergugat sepakat untuk berdamai, pada tanggal 07 September 2017. 
Bahwa tergugat menyadari akan kesalahannya serta snggup untuk 
melunasi sisa hutang kepada penggugat dengan jatuh tempo yang 
telah ditentukan. Dengan cara melakukan penjadwalan ulang atas 
pembayaran sisa hutang tergugat.
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g. Perkara nomor 1247/ Pdt.G/2017/PA.Klt, telah terjadi akad utang-
piutang sesuai akad nomor 1520/AP JBM/AL MABRUE/XII/2013 
dan akad perpanjangan nomor 2030/AP JBM/AL 
MABRUR/XII/2015 antara penggugat atau pihak I (BPR Al-Mabrur 
Klaten)  dan tergugat atau pihak II pada tanggal 25 Juni 2015. 
Terjadi sengketa ekonomi syariah antara kedua belah pihak, 
sehingga tergugat di gugat oleh penggugat di Pengadilan Agama 
Klaten.
112
 Akan tetapi, perkara ini berhasil untuk dimediasi, bahwa 
tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji akan melunasi sisa 
hutangnya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh kedua 
belah pihak dan hakim memberi solusi supaya dilakukan 
penjadwalan ulang untuk tergugat melunasi sisa hutangnya.
113
 
Di atas merupakan perkara yang berhasil untuk di mediasi atau 
di damaikan berjumlah 7 perkara dari 17 perkara yang masuk ke 
Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Dari 
ke 7 tersebut 6 diantaranya merupakan gugatan sederhana. Menurut 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara yang dapat 
diselesaikan secara gugatan sederhana yaitu
114
 : 
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1) Dalam gugatan sederhana dibatasi nilai gugatan materiilnya 
maksimal Rp 200.0000.000,00. 
2) Merupakan perbuatan ingkar janji atau melawan hukum. 
3) Memiliki kepentingan hukum yang sama, masih dalam wilayah 
hukum yang sama. 
4) Jangka waktunya dibatas yakni selama 25 hari hari kerja setelah 
sidang pertama. 
Perkara yang tidak berhasil damai dalam proses mediasi di 
Pengadilan Agama Klaten sebagai berikut : 
a. 59/Pdt.G/2016/PA.Klt 
Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan 
kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan 
pada 04 Februari 2016. Kedua belah pihak tidak berhasil di 
damaikan karena salah satu pihak yaitu penggugat merasa dipihak 
yang benar, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak 
damai. Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten. 
Kemudian penggugat merasa dirugikan secara materi oleh tergugat 
karena utang-piutang.
115
 
b. 181/ Pdt.G/2016/PA.Klt 
Mediasi dalam perkara ini dilakukan pada tanggal 24 Maret 
2016, akan tetapi mediator tidak berhasil untuk mendamaikan kedua 
belah pihak. Hakim yang bertugas sebagai mediator yaitu Drs. H. 
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Arif Puji Haryono, S.H., M.S.i selaku hakim Pengadilan Agama 
Klaten. Mediasi tidak berhasil karena kendala salah satu pihak yakni 
tergugat tidak mengahadiri jadwal mediasi, sehingga mediasi tidak 
berhasil.  
c. 237/ Pdt.G/2016/PA.Klt 
Dalam perkara ini mediasi dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 
2016. Dengan mediator Drs. H. M. Rosyid Yakub, M.H, bertempat 
di Penagdilan Agama Klaten. Dalam proses dama ini kedua belah 
pihak tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Penggugat tetap 
menginginkan perkara ini lanjut sampai kepada persidangan.
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d. 251/ Pdt.G/2016/PA.Klt 
Dalam perkara ini terdapat 2 tergugat, yaitu tergugat I dan 
Tergugat II. Mediasi yang dilakukan hakim dalam perkara ini tidak 
berhasil dikarenakan pihak penggugat merasa di Pihak yang paling 
benar dan merasa dirugikan oleh tergugat I dan tergugat II. Hakim 
telah memberikan alternatif kepada para pihak akan tetapi penggugat 
tetap pada pendiriannya dan melanjutkan perkaranya hingga ke 
persidangan. Proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 
2016. Dengan ketidak berhasilan mediasi tersebut maka selanjutnya 
perkara masuk kepersidangan. 
e. 275/ Pdt.G/2016/PA.Klt 
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Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan 
kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan 
pada 01 Maret 2016. Kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan 
karena salah satu pihak yaitu penggugat merasa dipihak yang benar, 
sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak damai. Mediasi 
dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten. 
f. 1620/ Pdt.G/2016/PA.Klt 
Mediasi dilaksanakan pada tanggal 01 November 2016, akan 
tetapi proses damai yang di pimpin oleh mediator tidak berhasil, hal 
ini disebabkan oleh penggugat tetap pada pendiriannya bahwa akan 
menggugat, tergugat I, tergugat II dan tergugat III karena penggugat 
merasa dirugikan oleh ketiga tergugat tersebut. Pada saat proses 
mediasi salah satu dari tergugat tidang menghadiri sehingga tidak 
dapat di mediasi oleh mediator. Selain itu pihak terguga I juga 
merasa di pihak yang benar, bahwa menyatakan pihak penggugat 
telah melakukan wanprestasi, sehingga penggugat I melelang barang 
jaminan yang telah dijaminkan oleh penggugat. Kemudain 
penggugat ketiga selaku pembeli barang yang telah dilelangkan 
tersebut.
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g. 0891/ Pdt.G/2017/PA.Klt 
Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan 
kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan 
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pada 04 Februari 2016. Kedua belah pihak tidak berhasil di 
damaikan karena salah satu pihak yaitu penggugat merasa dipihak 
yang benar, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak 
damai. Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten. 
Kemudian penggugat merasa dirugikan secara materi oleh tergugat 
karena utang-piutang. 
h. 0392/ Pdt.G/2017/PA.Klt 
Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan 
kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan 
pada 04 Februari 2016. Kedua belah pihak tidak berhasil di 
damaikan karena salah satu pihak yaitu penggugat merasa dipihak 
yang benar, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak 
damai. Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten. 
Kemudian penggugat merasa dirugikan secara materi oleh tergugat 
karena utang-piutang. 
i. 1249/ Pdt.G/2017/PA.Klt 
Dalam perkara ini hakim selaku mediator yaitu H. Muh Dalhar, 
merupakan hakim Pengadilan Agama Klaten. Mediasi dilaksanakan 
di Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 04 september 2017. 
Proses mediasi tidak berhasil disebabkan kedua belah pihak merasa 
di pihak yang benar, serta masing-masing pihak merasa benar, 
sehingga sulit untuk di damaikan. Hakim telah memberikan solusi-
solusi yang terbaik untuk keduanya agar kedua belah pihak dapat 
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berdamai. Perkara tersebut sampai kepada meja persidangan karena 
ke egoisan kedua belah pihak. 
Jumlah perkara yang tidak berhasil damai di proses mediasi yaitu 9 
dari 17 perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan 
Agama Klaten. Dari uraian diatas dapat diketahui bahawa, ketidak 
berhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator (hakim) Pengadilan 
Agama Klaten disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut
118
: 
a. Salah satu pihak tidak bersedia dimediasi dikarenakan salah satu 
pihak merasa di pihak yang benar. 
b. Ketidak hadiran salah satu pihak pada saat mediasi, maksudnya 
disini yaitu salah satu pihak enggan untuk menghadiri mediasi. 
c. Karena sifat egois slah satu pihak, sehingga sulit untuk didamaikan 
terlalu meninggikan ego sendiri. 
d. Karena telah terikat dengan akta perjanjian notaris, pihak tergugat 
telah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat dengan penggugat. 
Sehingga sulit untuk di damaikan. 
e. Masyarakat yang kurang tahu pentingnya mediasi atau rendahnya 
tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Sehingga hal ini 
dapat menyebabkan ketidak berhasilan mediasi. 
f. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari ekonomi syariah apabila 
melawan hukum atau wanprestasi, sehingga salah satu tidak bersedia 
didamaikan dan memilih melanjutkan kepersidangan. 
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g. Harusnya hakim meberikan sosialisasi atau pengetahuan kepada para 
pihak tentang pentingnya mediasi. 
h. Belum ada hakim Pengadilan Agama Klaten yang bersertifikat 
mediator ekonomi syariah. 
Pada dasarnya hakim (mediator) Pengadilan Agama Klaten telah 
melakasnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang 
Prosedur mediasi dengan efektif dalam mendamaikan para pihak yang 
bersengketa, akan tetapi masih ada kendala-kendala dalam proses 
mediasi seperti, belum ada hakim yang yang bersertifikat mediator 
sengketa ekonomi syariah di Pengasilan Agama Klaten, hal tersebut 
dapat menunjang keberhasilan mediasi dan kurangnya sosialisasi hakim 
kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam penyeleseaian 
sengketa di Pengadilan. Kendala yang kedua datang dari masyarakatnya 
masaih ada masyarakat yang tidak patuh akan hukum, seperti tidak 
menghadiri proses mediasi.
119
 
Jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil di damaikan dan tidak 
berhasil di damaikan, yang berhasil berjumlah 7 perkara dan yang tidak 
berhasil berjumlah 9 perkara, maka pelaksanaan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Klaten dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum efektif. 
Perkara dengan nomor 0325/Pdt.G/2017/PA.Klt, belum samapai di 
mediasi oleh para mediator, perkara baru masuk ke persidangan, akan 
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tetaip penggugat mencabutnya, tidak meneruskan gugatannya. Hal ini 
dikarenakan pihak penggugat menyadari akan kesalahannya sehingga 
perkara ini dicabut.
120
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BAB IV 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
EKONOMI SYARIAH 
 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana 
suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif 
jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 
sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga 
menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, 
pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun 
juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang 
mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu 
saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 
ketentuan atau aturan hukum.
121
 
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya 
kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat 
terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 
mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. 
Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang 
berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan 
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perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku 
sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan 
perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka 
efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah 
dicapai.
122
 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor
123
, yaitu : 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini yaitu Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi. Dalam peraturan 
ini mengatur segala hal tentang mediasi dari pra mediasi hingga mediasi. 
Sehingga hakim pengadilan Agama Klaten menggunakan Peraturan 
Mahkamah Agung Tahun 2016 ini sebagai dasar untuk mendamaikan 
pihak yang bersengketa, khususnya dalam perkara sengketa ekonomi 
syariah. 
Mediator (hakim) Pengadilan Agama Klaten telah menerapkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 setelah direvisinya 
peraturan ini yang sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Tepatnya hakim 
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(Mediator) menggunakan peraturan ini pada awal tahun 2016, setelah 
diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini.
124
 
Perbedaan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 dengan sebelumnya 
yaitu, pertama Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 
hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan 
Mediasi. Kedua adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk 
menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa 
didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi 
kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi 
berdasarkan surat keterangan dokter. Terakhir adanya aturan tentang 
Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang 
tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.
125
 Sehingga peraturan yang 
baru lebih sempurna dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. 
2. Faktor penegak hukum 
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga 
masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan 
peranan. Bahwa antara berbagai kedudukan dan kedudukan timbul 
konflik.
126
 Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak ketat diatiur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur 
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penilaian pribadi. pada dasarnya diskresi berada diantara hukum dan 
moral (etika dalam arti sempit).
127
 
Faktor kedua yaitu penegak hukum dalam hal ini yang menjadi 
penegak hukum yaitu hakim Pengadilan Agama Klaten selaku mediator, 
yang mendamaikan para pihak yang bersengketa. Khususnya dalam 
sengeta ekonomi syariah .  
Mediator (hakim) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan 
Penraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi, yang tercantum dalam pasal 15, 16 ayat 2, 17 ayat 1 berbunyi 
sebagai berikut
128
: 
a. Pasal 15, “(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku 
Mediator. (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib 
mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)”. 
b. Pasal 16 ayat 1, “Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan 
kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil 
menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan 
Tinggi dan Mahkamah Agung”. 
c. Pasal 17 berbunyi: 
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1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para 
Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk 
menempuh Mediasi. 
2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan panggilan yang sah dan patut.  
3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat 
dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik 
hukum acara. 
4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap 
diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan 
patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. 
5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak 
signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. 
6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi 
kepada Para Pihak. 
7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: 
a) Pengertian dan manfaat Mediasi; 
b) kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung 
pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak 
beriktikad baik dalam proses Mediasi; 
c) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator 
non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan; 
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d) pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui 
Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan  
e) kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir 
penjelasan Mediasi.  
8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan 
Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa 
Para Pihak: 
a) memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap 
dari Hakim Pemeriksa Perkara; 
b) memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan 
c) bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 
9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera 
setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara 
dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dengan berkas perkara. 
10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara 
dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang. 
Hakim (mediator) Pengadilan Agama Klaten telah berperan aktif 
dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Serta mediator 
bersifat netral, independen, tidak memihak salah satu pihak dan tidak 
mebeda-dedakan para pihak yang bersengketa. Kemudian hakim telah 
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melaksanakan tugasnya sebagai mediator sesui dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.
129
 
Mediator telah memberi penjelasan kepada para pihak yang 
bersengketa bahwa hasil mediasi itu lebih adil, dibandingkan dengan 
putusan ketua majelis hakim. Sehingga hakim telah mengupayakan 
mediasi ini dengan semaksimal mungkin, supaya perkara tidak berlanjut 
kedalam persidangan.
130
 
Di Pengadilan Agama Klaten semua hakim dapat menjadi mediator 
dalam perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, hakim Pengadilan Agama 
Klaten belum ada yang memiliki sertifikat mediator ekonomi syariah 
sehingga hal ini sedikit menjadi kendala dalam mendamaikan para pihak 
yang bersengketa. Apabila hakim Pengadilan Agama Klaten ada yang 
memiliki sertifikat mediator ekonomi syariah, hal tersebutdapat 
menunjang kelancaran mediasi di Pengadilan Agama Klaten.
131
 
Hakim pengadilan Agama Klaten kurang dalam memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi.
132
 Bahwa sebenarnya 
mediasi itu pnting karena hasil dari mendiasi ini melebihi hasil putusan 
dari hakim. Hasil perdamaian dibuat dan disepakati oleh kedua belah 
pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang hanya memberikan solusi dan 
alternatif yang terbaik untuk kedua belah pihak. 
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3. Faktor sarana atau fasilitas 
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Tersedianya fasilitas 
yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam 
melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah 
prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai 
keefektivan hukum.
133
 
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 
pasal 11 pasal (1) bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi 
Pengadilan apabila mediasi dilakukan didalam Pengadilan, jika dilakukan 
dilakukan diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
134
 
Mediasi yang dilakukan didalam Pengadilan tidak dikenakan biaya sesuai 
dengan pasal 11 ayat (4). Di Pengadilan Agama Klaten, apabila para 
pihak melakukan mediasi didalam Pengadilan maka tidak dikenakan 
biaya.
135
 Hal tersebut telah diterapkan di Pengadilan Agama Klaten, 
pihak Pengadilan tidak memungut biaya penggunaan ruang mediasi. 
Hanya dikenakan biaya pemanggilan para pihak, yang dibebankan  
kepada penggugat. Mediator (hakim) telah memfasilitasi para pihak yang 
bersengketa saat mediasi, menyiapkan tempat untuk mediasi.
136
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Jadi Pengadilan Agama Klaten telah menyediakan sarana pra-sarana 
dalam memediasi para pihak yang bersengketa yaitu, yaitu berupa tempat 
atau ruangan yang digunakan untuk mediasi dan tidak dikenakan biaya 
sewa tempat atau ruangan tersebut. Kemudian fasilitas yang didapatkan 
oleh para pihak yaitu, dapat memilih mediator yang telah disepakati 
bersama tanpa dipungut biaya.
137
 
Proses mediasi di pengadilan yang terlalu formal dapat 
mempengaruhi tingkat keberhasilan pula, dimana para pihak berdiskusi 
di dalam satu ruangan bersama mediator sehingga menimbulkan suasana 
yang canggung atau kurang santai bagi masyarakat yang awam. Perlu 
diciptakannya suasana yang baru yang membuat masyarakat itu nyaman 
dalam mengikuti mediasi. Dengan adanya hal tersebut dapat menunjang 
tingkat keberhasilan mediasi.
138
 
4. Faktor masyarakat. 
Cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah salah satunya yaitu 
dengan berdamai atau mediasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
mediasi. Mediasi dilakukan sebelum perkara masuk kedalam 
persidangan, wajib untuk dimediasi terlebih dahulu. Apabila tidak di 
mediasi terlebih dahulu maka putusan hakim batal demi hukum. 
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Banyak sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil untuk di 
damaikan di Pengadilan Agama Klaten, dari tahun 2016-2017 terdapat 17 
perkara ekonomi syariah yang berhasil untuk di mediasi hanya 7 perkara, 
hal tersebut disebabkan oleh faktor masyarakat atau para pihak. Ketidak 
berhasilan tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut
139
: 
a. Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hukum, 
maksudnya disini masyarakat kurang mengetahui pentingnya 
mediasi, bahwa dengan adanya mediasi ini diharapkan para pihak 
yang bersengketa ini mendapatkan keadilan. Karena adanya mediasi 
ini tidak ada putusan, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang benar 
atau semua sama. Hasil dari mediasi ini sebenarnya melebihi dari 
hasil putusan majelis hakim. 
b. Ketidak hadiran salah satu pihak pada saat mediasi, maksudnya 
disini yaitu salah satu pihak enggan untuk menghadiri mediasi yang 
telah ditentukan jadwalnya oleh mediator (hakim), sehingga hal 
tersebut yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi. 
c. Timbulnya kerugian, karena dalam sengketa ekonomi syariah salah 
satu pihak merasa dirugikan, sehingga salah satu pihak tetap 
menuntut kerugian tersebut segera untuk dibayarkan oleh pihak yang 
berhutang, jadi sulit untuk didamaikan oleh mediator.  
d. Terikat dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh notaris 
(akta notaris), hal ini merupakan faktor penghambat sulitnya para 
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pihak untuk didamaikan karena telah terikat dengan akta notaris, jika 
perjanjian tidak dipenuhi maka akan terjadi wanprestasi. 
Latar belakang berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Klaten 
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengaruhi oleh faktor 
masyarakatnya, dalam hal ini yaitu para pihak. Ada sebagian para pihak 
yang menyadari betapa pentingnya mediasi, sehingga para pihak bersedia 
untuk didamaikan, akan tetapi dengan syarat salah satu pihak dapat 
memenuhi kewajibannya kembali seperti semula. Jika dalam hal utang 
piutang atau kredit, pihak kreditur mau untuk membayar kekurangan 
hutangnya kembali. Kemudian pihak debitur bersedia untuk berdamai 
dengan kreditur karena hutang yang dimiliki oleh kreditur tinggal sedikit 
atau kurang dari Rp. 200.0000.000,00.
140
 
5. Faktor kebudayaan. 
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat . Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 
dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan 
pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus 
diserasikan.
141
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Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia 
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 
tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum.
142
 
Faktor budaya ini dikaitkan dengan mediasi di Pengadilan Agama 
Klaten cukup erat kaitannya. Dalam proses mediasi diharapkan para 
pihak dapat patuh agar supaya mediasi yang dilakukan dapat berhasil. 
Ketidak berhasilan mediasi di Pengadilan Agama Klaten disebabkan oleh 
faktor budaya ini yakni, para pihak atau masyarakat yang terlalu 
meninggikan ego-nya atau merasa di pihak yang paling benar, sehingga 
hal tersebut yang menghambat  tidak berhasilnya mediasi.. Jika penegak 
hukum dan masyarakat dapat patuh dan diserasikan maka akan timbul 
ketertiban.
143
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari analisis tentang efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Klaten, maka penyusun menyimpulkan: 
1. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten telah sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur mediasi, tugas hakim sebagai mediator sudah sesuai dengan 
yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016. 
2. Bila ditinjau dari teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, bahwa 
mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 
Agama Klaten belum efektif. Adapun kendala-kendalanya sebagai 
berikut: 
a. Salah satu pihak tidak bersedia dimediasi dikarenakan salah satu 
pihak merasa di pihak yang benar. 
b. Ketidak hadiran salah satu pihak pada saat mediasi, maksudnya 
disini yaitu salah satu pihak enggan untuk menghadiri mediasi yang 
telah ditentukan jadwalnya oleh mediator (hakim), sehingga hal 
tersebut yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi. 
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c. Karena sifat egois salah satu pihak, sehingga sulit untuk didamaikan 
terlalu meninggikan ego sendiri. 
d. Karena telah terikat dengan akta perjanjian notaris, pihak tergugat 
telah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat dengan penggugat. 
Sehingga sulit untuk di damaikan. 
e. Masyarakat yang kurang tahu pentingnya mediasi atau rendahnya 
tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Sehingga hal ini 
dapat menyebabkan ketidak berhasilan mediasi. 
f. Adanya kerugian yang ditimbukan dari ekonomi syariah apabila 
melawan hukum atau wanprestasi, sehingga salah satu tidak bersedia 
didamaikan dan memilih melanjutkan kepersidangan. 
 
B. Saran-saran 
Setelah mengadakan pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka 
penyususn hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan 
pembahasan, yaitu: 
1. Hakim sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yang 
bersengketa hendaknya lebih sabar lagi dan tidak putus asa. 
2. Hakim (mediator) memberikan sosialisasi kepada para pihak tentang 
pentingnya mediasi secara mendalam, supaya para pihak mengerti. 
3. Seharusnya hakim (mediator) mengupayakan lebih agar para pihak hadir 
dalam mediasi. 
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4. Hendaknya para hakim Pengadilan Agama Klaten memperbanyak 
pelatihan mengenai mediasi, khususnya untuk penyelesaian ekonomi 
syariah. 
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